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HEPUTUSAN
HEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KOMOR : 49c.-Tapg Dok ip A0 a0es

TERTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
YANG NISELENGCARAKAN OLEH MASYARAKAT
SEHOLAH LUAR BIASA DYAH MANDIRI WOIRONGGO
EABUPATEN KONAWE UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINS] SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan mempereleh  layanan
pendidikan unmk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12

tahun sesuai dengan kebuluhan masyarulal di Kecamatan
Wangeudu Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawest
Tenggars, maka dipandang perls mendirikan satuan
pendidikan Sekolah Luar Bizsa Dyah Mandiri Woikohggo

Kabupaten Eonawe LUtara ;

b, bahwa secsuai hasil peninjavan lapangan atau  loksasi
Selolah Luar Dyvah Mandiri Womkongegoe Kabupaten Konowe
Utara olch unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan bahwa
Sekntah Luar Biasa Dyvah Mandin Woikonggo di KEabupaten

Konawe Utara dinyatakan layak;

bahwa sehubungun dengan butir & dan b di atas, maka
Selkolah Luar Dyvah Mandiri Woikonggo Kabupaten Konawe
Utara perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan [zin
Perdirian Satuan Pendidikan Khusus Yang

Dselenggarakan Oleh Masyarakat:

Mengingat 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara,
dengan mengubah Undnng-ljndaﬂg Nemor 47 Prp. Tahun
1960 tenteng Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawes
Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan — Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia

Notmor 2687);
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11.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 lentatg  Sintem
Pendidikan Nasianal |'|,r|r||_r:_11.'||| Nr'll,llillﬂ I-,‘i'“||||'||.-: Froe] eprpess i
Nomor 78, Tambohan  Lembaran  Negorn Repoblik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerabh (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2014 Nomor. 244), sebagnimana  telah dinbah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 20115 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 5679);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayarnan
Publik;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendinan, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang
Pendidikan Menengah:

FPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimans
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5101}, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nemor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tenfang Pelayanan Publik,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elekironik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional

Sekolah / Madrasah;
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| Fermlturan Mentert Dalam Nl'l-_l_;'ri Mesgiiar 24 Tabun i
tentang  Pedoman  Penvelengparsnn  Pelavinan Terpadu
Sl Pintu Iy Daeraly:

14, Peraturan Menten Pendidikan Dan Kebudoyaan Republik
Indlomesin Noanor 36 Tahun 2004 (entang  Pedoman
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
[igar Dan Menengah;

14, Peranturan Pemerintah Daerah Sulowes) Tenpgara Nomiof
{0 Tahun 20016 lentang Pengelolaan Dan Penyelenggarann
Pendidikan;

15, Pernturan CGubernur Sulawesi Tenggura Nomor 68 Tahun
2022 tentaung Perubahan Alns Peraturan Gubernur Namor 55
Tuhun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang
Peryelenggaraan  Pelayanan Perizinan Berusahn Berbasis
Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanomin
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawes:

Tenppari;

Pendidikan dan

Memperhatikan 1 Surnt Rekomendasi Kepala [Dinas
Momor

Kebudsayaan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara
421.8/ 10482/ DPK tanggal 5 Desember 2022

MEMUTUSEAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG PERSETUJUAN [ZIN PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN KHUSUS SERKOLAH LUAR BIASA DYAH
MANDIRI WOIKONGGO KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menetapkan

Kesatil ¢+ Memberikan persetujuan izin pendirian satuan pendidikan
khusus Sekolah Luar Dyah Mandiri Woikonggo Kabupaten
Konawe Utara sebagai satuan pendidikan tahun pelajaran
2022/2023.

Kedua :  Semua fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggung
jawab Sekolah Luar Dyah Mandiri Woikonggo Kabupaten
Konawe Utara dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya
mlnlkaptrumnlanhﬂah,

Ketiga . Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan
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Keliman

Pengelols Sekolah Lusr  Dyah Mandini Woikonggo
Kabupaten Kooawe Utara bertanggung jawab  membuat

laporin operasional sctiap bulan kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Provinst Sulawesi
Tenggara;

Keputusan ini mulai beriaku  pada tanggal ditetapkan
dengan  ketentuan  bahwa  apabils terdapat  keleliroan,
mialea alean dilakukan perbaikan sebagmmana mestinya.
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